BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan dari uraian yang dapat penulis sajikan adalah sebagai
berikut :
1. Gono gini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah sebagai
berikut:

a. Gono gini menurut Hukum Islam yang merujuk pada IImu Figih
menyimpulkan bahwa, Gono gini merupakan suatu Inofasi baru
dalam Islam, namun diakui secara makna Qiyas yang masuk
dalam kategori As Sulhu atau perdamaian antara dua orang yang
bersengketa. Dalam hal ini persengketaan tersebut berupa hasil
kerja sama. Sehingga prosedur pembagianya menggunakan
pendekatan teori As Syirkah. Namun dalam pengertian luas kerja
sama yang dilakukan oleh orang yang berumah tangga atas kerja
samanya bukan hanya mereka yang bekerja sama dalam profesi
atau bidang yang sama, tetapi pada bidang yang berbeda pun
masuk dalam kategori kerja sama, seperti layaknya seorang istri

yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, sementara suami bekerja
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layaknya lelaki, keduanya bias dikatakan kerja sama, karena suami
tak dapat sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah, sehingga
dengan adanya istri pekerjaan rumah dapat teratasi, istri pun tak
dapat mengerjakan pekerjaan rumah sepenuhnya jika kebutuhan
dapur dan lain seebgainya tidak dapat terpenuhi, oleh karena sebab
itu, keduanya saling berperan, dan dapat disebut dengan kerja
sama.

Keabsahan Gono-gini dinyatakan oleh Syaikh Muhamad Arsyad
Al Banjari ( w. 1812 ) salah seorang Ulama besar yang terkemuka
dari Banjarmasin, pada mulanya , penulis kitab Sabiilal Muhtadin”.
Di Banjar pembagian waris seperti ini telah berjalan lama dan
disebut ““ adat perpantangan “.Selanjutnya ada yang disebut dengan
haeruta sihaeukat; adat ini terletak di aceh. Di minangkabau
dinamakan harta suarang di sunda dinamakan guna-kaya di bali di
sebut dengan druwe gabro. Namun setelah kasus ini menyebar luas
di Indonesia, Para Ulama bersepakat untuk menamakanya Gono
gini yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.

. Gono Gini menurut Hukum Positif atau Hukum Negara adalah
suatu hukum yang diakui oleh Negara dan bersifat konkrit artinya
terdapat konswekuen, secara eksekutoir atas seseorang yang
melanggar atau mengalami persoalan. Adapun Hukum Gono gini

menurut Hukum Positif yang tercantum dalam UU No.1 Tahun
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1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Gono gini
adalah harta milik bersama yang terjadi setelah melakukan
perkawinan dengan tercatat di KUA ( Kantor urusan Agama ).

2. Cara pembagian Gono-gini menurut Hukum Islam dan Positif.

a. Cara pembagian harta gono gini menurut hukum Islam setelah
memperhatikan beberapa argument yang bersubtansi dari Al
Qur’an dan Al Hadist tidak dapat dipastikan seberapa persen
pembagianya. Hal ini dikarenakan bahwa harta suami tidak utuh,
tapi berkurang dengan beberapa kewajibanya sebagai suami.
Seperti memebri mahar istrinya, menuanaikan kewajiban nafkah
dan kiswah, pada istri dan anak-anaknya, yang meliputi sandang,
pangan, papan, kesehatan, pendidikan anak dan lain-lain.
Sedangkan harta istri tetap utuh karena tidak ada kewajiban
baginya untuk memberikan nafkah kepada suami dan anak-
anaknya. Kecuali apabila dengan keridhoan dirinya, dia
memberikan untuk suami dan anak-anaknya. Dan itu menjadi
sedekah baginya.

b. Adapun pembagian harta gono-gini menurut hukum Positif dalam
UU No.1 tahun 1974 Pasal 36 dan 37 sebagai berikut :

1. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak.
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2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak
mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri.
Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainya
untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, dalam
perkawinan mereka seimbang, yaitu sebagai pemilik bersama atas
harta bersama itu.

Saran-saran

1. Diharapkan bagi para pembaca memfungsikan IImu mengenai Gono-
gini sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan yang konkrit
mengenai Gono gini, sehingga tidak lagi mengatakan bahwa Gono gini
adalah suatu perkara Bid’ah yang dicukupkan kajianya sebatas itu,
sehingga dalam hal tersebut tidak akan menemukan jawaban atas
konteks yang ada.

2. Peneliti hendaknya menganalisa lebih dalam dengan data-data yang
konkrit, dan komparatif mengenai persoalan Gono-gini.

3. Kepada para pembaca, penulis menyarankan untuk memberikan
masukan dan kritiknya jika menemukan kekeliruan dalam skripsi ini,

Dan yang terakhir, semoga dapat bermanfaat.



